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SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KARUPATEN SUMEDANG

Nomor TOLN20258

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN NON-FORMAL OLEH MASYARAKAT

B - °

Bahwa kesempatan menyelongarakan Pendidikan Noa-lormal diberikai
Kepada Masyarakut seluas-luasnya sehagai wujud partisipisi di Widaig
Pendidikan;

- Bahwa untok mendorong - minal masyarakat - berpartisipasi - dulam

penvelenggarasan Pendidikon Non-Formal/ Kesetaraan dan kebutubun
Dunin Usaha-Industd maka perlu diberikan pelayanan yiang bersifat
Pembinaan — dan Pengembangan — melalut — pendafioran— Izin

Penyelengparaan Pendidikun Non-Formal,

. Bahwa dengan sehubungan hurut o dan b omaka untuk membina

Pendidikan Non-Formal i Wilayah Kabupaten Sumeding Tentang
Pemberian lzin Penyelengguraan Pendidikan Non-Formal
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikian
Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 25 “Tahun 2009 Tentang Pelayonun Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indongsin Tahun 2009);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentan Pemerintah Dagrah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesin Nomor 244,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
02 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun
2005 Nomor 41, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) schagaimany telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintth Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

‘Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
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Memperhatikan

& Porstursn Pemctintah Republih Indoncaa Nomior 47 Tshun 2008
Tertang Waiih Belajar,

7 Persuran Pemerintah Rl Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendansan
Peadidikan;

8 Peatwan Pemerinth Republik Indonesia Nomor 17 l’uhun 2610
Teatang Penpelolsan dan Penyelengparaan Pendidikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 23), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 dan
Tertang Penpelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambalan
1 embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintsh Republik Indonesia Nomor 96 lahun 2012
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2012 Nomor 215, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

10. Persturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah:

11. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Kewenangan Daerah Sebagai Daerah Otonom;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 56 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non-Formal:

14. Peraturan Daersh Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;

15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Sumedang:

16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan Susunan .Organisasi, Tugas Pokok. l-ungst. dan Tata Kerja
Perangkat Daerah.

:a Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumedang Nomor

421.10/3026/Disdik/2012 Tentang Pengukuhan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten

b. Surat Keputusan Ketua Yn)asnn Padawa Nomor 01.001/YPP/I/2025

Tentang Pembentukan PKBM PANDAWA di Dusun Cibolang Rt 01
Rw. 08 Desa Kebon Kalapa Kec. Cisarua Kab. Sumedang




MEMITTUSKAN

Metietapkan ¢ Keputissan  Kepaln [iimis Pordidiban Kabsgoton S rorpe

Vemberian  1zn - Vetiglengiarean  Vendidhsn  Sontomsl  pagy
diselenggatakat uleh Misyarakat.

Pertiimn ¢ Memberkan 140 Penyelengusminn  Vendidiken  Bondumd  Fepate

Kedun

Ketiga

Lembig PEDM i diselongwsiaban Masypkat ©
Nitmg Leribagi {PKBM PASDAWA
Jenis Pondiikan - Pendidikan Kesetarsin
Alammat o Erusun Cibolsrig 80, 01 B 05 Dvsy Kabvn Kabugy
Kee. Cistirus Kb, Stanedinny
o lzin menyelonggarakan pada dictusi Periams beriaki tefitany pdsi
winggal, 19 Mel 2005 5.4 19 Mei 20725
i Lo Wajib  Menyelenggarakan — Pendidiken  Sonbomel yeg
disclenyparakan Masyatakal tersehn sedemikian rga whingga dage
metnenuhi fungsi Sosial tethndap Masyaraks,
2, Wajib memenuhi Peraturan Prandangin yany berlzkn 2au g2y vk
ditentukan dikemudian bari;
3. Wajib mengirimkan Laporan berkabs sesusi ketentizn mensng Wode!
yang telah ditentukan;
4. Wajib mengajukan 1zin Baru selambat-lambatnyz 30 (liga puluh) ten
sebelum izin ini berakhir,

Ditetapkan di © Sumedang
Pada Tangezl 19 Mei 2025

Pe=BFAN SUKMARA, M.Pd.
; Pembina Utama Muda
NIP. 19680407 199111 1 002

Tembusan ;

2o Ul oy Jeue

Yth. Bapak Bupati Sumedang;

Yth. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal di Jakanta;
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Yth. SEKDA Kabupaten Sumedang;

Yth. Asisten Pembangunan;

Arsip, :



